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1. PENGANTAR

Pemeliharaan pesawat terbang, khususnya perawatan terencana seperti C05-Check, dilakukan untuk menjaga
keandalan dan kelaikan udara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 46, yang mewajibkan
operator pesawat untuk merawat pesawat secara berkelanjutan [1]. Program Perawatan (Maintenance Program)
yang merujuk pada Maintenance Planning Document (MPD) menjadi panduan utama dalam menentukan
jadwal dan prosedur perawatan [2], [3]. Namun, metode perencanaan yang umum digunakan seperti Gantt
Chart sering kali tidak cukup mempertimbangkan ketergantungan antar tugas dan tidak mampu
mengidentifikasi jalur kritis secara menyeluruh [4], sehingga menghasilkan Turn Around Time (TAT) yang
kurang efisien. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan TAT adalah Critical Path
Method (CPM) [5], [6], sebuah pendekatan berorientasi waktu yang mengidentifikasi jalur kritis berdasarkan
ketergantungan antar aktivitas. Meskipun CPM telah terbukti efektif dalam proyek permesinan dan manufaktur,
penerapannya dalam perawatan pesawat di industri penerbangan masih terbatas. Padahal, metode ini berpotensi
besar untuk mempercepat proses perawatan dengan mengatur urutan aktivitas secara lebih efisien dan
menyoroti aktivitas yang benar-benar memengaruhi durasi total pekerjaan.

Perawatan Pesawat Terbang 61



Alfi Daffa, Fajar Khanif Rahmawati, Sri Mulyani, Agung Prakoso, Dwi Hartini, Elisabeth Anna Prattiwi

Penggunaan metode CPM dalam perawatan C05-Check pesawat Boeing 737-900ER dapat memberikan
gambaran tentang potensi efisiensi waktu perawatan. Sebagai contoh, perawatan C05-Check yang melibatkan
ratusan task card sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan jika tidak direncanakan dengan
baik, sehingga menyebabkan peningkatan biaya operasional dan penundaan operasional pesawat. Dengan
menghitung TAT menggunakan CPM, perusahaan dapat mengevaluasi apakah metode ini mampu
menghasilkan waktu yang lebih singkat dibandingkan metode saat ini, serta mengukur persentase efisiensi yang
dicapai. Hal ini penting untuk mendukung keputusan strategis dalam perencanaan perawatan pesawat,
sekaligus memperkuat sistem manajemen hanggar dalam menekan durasi downtime dan meningkatkan
keandalan jadwal.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai TAT perawatan C05-Check
pesawat Boeing 737-900ER menggunakan metode CPM dan membandingkannya dengan TAT perusahaan saat
ini untuk menentukan persentase efisiensi yang dihasilkan dengan menggunakan data pada planner Workscpoe
C05-Check Boeing 737-900ER PK-LFZ. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk
mengurangi waktu perawatan, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan ketersediaan pesawat,
sehingga mendukung tujuan utama industri penerbangan dalam menjaga efisiensi dan keselamatan.

2. METODE PENELITIAN (10 PT)

2.1. Critical Path Method (CPM)

Critical Path Method (CPM) adalah untuk merencanakan dan mengawasi proyek- proyek merupakan sistem
yang paling banyak dipergunakan diantara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan [7],
[8]. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap
diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan proyek. Pengertian jalur kritis itu sendiri adalah jalur yang memiliki durasi terpanjang
yang melalui jaringan. Arti penting dari jalur kritis adalah bahwa jika kegiatan yang terletak pada jalur kritis
tersebut tertunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan otomatis juga akan tertunda. Pada jalur
selain jalur kritis, akan ditemui waktu longgar atau waktu toleransi (slack time) yaitu sejumlah waktu sebuah
kegiatan dapat ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Metode CPM memiliki seperangkat aturan dalam pembuatan jaringan kerja yang digunakan untuk menghitung
durasi proyek secara keseluruhan, yaitu [9], [10]:
a. E (earliest event occurence time) yaitu saat tercepat terjadinya suatu peristiwa
b. L (Latest event occurence time) yaitu saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu
peristiwa terjadi.
c. ES (earliest activity starts time) yaitu waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai
dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai
d. EF (earliest activity finish time) yaitu waktu selesai paling awal suatu kegiatan. EF suatu kegiatan
terdahulu = ES kegiatan berikutnya
e. LF (latest activity finish time) yaitu waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa
f. D (activity duration time) yaitu kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan (hari,
minggu,bulan, jam)
g. TF (Slack atau Float) yaitu jumlah waktu yang diperbolehkan suatu kegiatan boleh ditunda, tanpa
mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Dalam menggunakan metode CPM terdapat aturan-aturan jaringan untuk menentukan hasil yang dibutuhkan,
aturan pembuatan jaringan metode CPM dapat di lihat di Gambar 1 berikut ini [11], [12]:

Kegiatan Y

L X
y durasi Ky

Gambar 1 Diagram CPM

Keterangan Gambar 1:
* Zona X :lingkaran kejadian (Number of event).
e ZonaY : Menunjukkan waktu paling cepat terjadinya event (E) dan kegiatan (ES) yang merupakan
hasil perhitungan maju.
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* ZonaZ :Menunjukkan waktu paling lambat terjadinya event (L) dan kegiatan yang merupakan hasil
perhitungan mundur

Dalam hal penggunaan metode CPM atau jalur kritis terdapat perhitungan untuk menentukan waktu kritis dan
mentukan TAT dari suatu kegiatan. Terdapat 3 (dua) perhitungan dengan metode CPM [13]-[15] yaitu:
a. Hitungan Maju
Hitungan maju waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling
awal, ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan atau seperti rumus:
EF =ES+ D atau EF(i —j) = ES(i—j) + D(i — j) a
b. Hitungan Mundur
Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan (hari terakhir penyelesaian proyek) suatu jaringan kerja.
Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi
kurun waktu berlangsungnya
LS=LF-D ?2)
c. Hitungan Jalur Kritis atau Float
Pada perencanaan dan penyusunan jadwal proyek, arti penting dari float total adalah menunjukkan
jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda, tanpa mempengaruhi jadwal
penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float total suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling
akhir, dikurangi waktu selesai paling awal, atau waktu mulai paling akhir dikurangi waktu mulai
paling awal dari kegiatan tersebut. Atau dengan rumus:
TF =LF —EF =LS — ES 3)

2.2. Turn Around Time (TAT)

Turn Around Time adalah kurun waktu kegiatan dalam metode jaringan kerja dapat di artikan juga lama waktu
yang diperlukan untuk melakukan kegiatan awal sampai akhir, kurun waktu ini lazimnya dinyatakan dengan
jam, hari atau minggu. Sehingga untuk rumus TAT dibawah ini [10], [16]:

TOTAL MAN HOURS

TAT = Q)
TOTAL MAN HOURS PER DAY
Keterangan :
TAT = Turn Around Time
Total Man hours = Total waktu pengerjaan C-check

Total Man hours per day = Jumlah waktu pengerjaan dalam 1 hari

Untuk menghitung presentase efisiensi Turn Around Time pada perawatan CO05-Check pesawat dapat

menggunakan rumus sebagai berikut: :
__ TAT Basic—TAT Plan

: x 100% )
TAT Basic
Keterangan:
n = Efisiensi
TAT Basic = Turn Around Time Maintenance Perusahaan
TAT Plan = Turn Around Time Menggunakan Critical Path Method

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1. Perencanaan Man hours Perday

Dari Tabel 1 untuk estimate man hours dan estimate man power yang digunakan adalah terdiri dari 3 group
dengan total 45 man power untuk satu hari dibagi menjadi 2 shift on duty, 1 grup masuk pagi, 1 grup masuk
malam, dan satu grup libur, dan pada pengerjaan C05-Check pesawat B737-900ER PK-LFZ mendapatkan nilai
actual man hours yaitu sebanyak 168 untuk satu hari jam kerja yang telah ditetapkan oleh planner perusahaan.

Tabel 1. Man Power Calculation

Line 15 Man power Jam Kerja Man hours Per Shift Man hours Per Day
Group A 16 6 96
Group B 14 6 84
Group C 15 6 90
Man power Actual
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Man power- Jam Kerja- Man hours Per Da
Line 15 Allowance 20% Allowance 20% Man hours Per Shift 4
. L . . (Actual)
(sick,training,etc) | (sick,training etc)
Group A 13 6 77
Group B 11 6 67
Group C 12 6 72

3.2. Pengelompokan Task card dan Menentukan Estimate Work Hours (EWH)

Dalam perawatan ini, indeks yang digunakan adalah 2,5, dengan mempertimbangkan kemampuan mekanik
bekerja secara normal dan memberikan kelonggaran pekerjaan yang wajar. Faktor pengali ini bervariasi di
setiap perusahaan, tergantung pada pengalaman mekanik dan dukungan yang tersedia di perusahaan tersebut.

Tabel 2 Pengelomopokan Task card Man hours
No Pengelompokan Task card Man Man EWH Kode | Predecessor
hours | power = (Man
Hours)/(Man
Power)x2,5
1 General Visual Check (GVI) 2722 25 27,22 A -
2 Detailed Inspection (DET) 307,61 24 32,04 B A
3 Discard (DIS) 18,05 10 4,51 C A
4 Functional Check (FNC) 89,89 20 11,23 D B
5 Lubrication (LUB) 33,11 11 7,52 E C
6 Operational Check (OPC) 36,38 14 6,49 F D
7 Restoration (RST) 14,7 6 6.1 G E
8 Service Bulletin (SB) 70,75 10 17,68 H G
9 Visual Check (VCK) 6 4 3,75 I F
10 Engineering Order (EO) 24 8 7,5 J H
11 Servicing (SVC) 0,35 2 043 K I
12 | Airworthiness Directive (AD) 378,45 30 31,53 L J& K

Dari data yang telah dibuat pada Tabel 2, maka dapat dibuat diagram jaringan C0O5-check seperti Gambar 1
dibawah ini.

\GVI (A m
1 ( )I 2 1

T bt |
27,22

DIS (C)

»

LUB(E)mRST (G)m VCK (1)
4 6 8 [ 10
/ 7,52 w 6.1 \_Ij 17,68 w

Gambar 1 Diagram Jaringan C05-Check PK-LFZ

Setelah perhitungan dilakukan untuk menentukan nilai estimasi jam kerja dari 12 tugas pada tabel di atas,
diperoleh hasil estimasi jam kerja untuk masing-masing pekerjaan. Hasil ini kemudian digunakan untuk analisis
dengan metode jalur kritis.

3.3. Perhitungan Maju, Perhitungan Mundur, dan Slack

Perhitungan maju bertujuan untuk menentukan kapan waktu mulai paling awal pengerjaan Earlies Finish (ES)
dan waktu selesai paling awal suatu proyek pekerjaan Earlies Finish (EF). Sedangkan perhitungan mundur
bertujuan untuk mengetahui waktu terakhir suatu pekerjaan dapat dimulai (Latest Start/LS) dan waktu terakhir
pekerjaan tersebut selesai (Latest Finish/LF). Proses ini dimulai dari sisi kanan jaringan kerja. Perhitungan
mundur dimulai dari pekerjaan paling terakhir yaitu AD (L) dengan rumus pengurangan hingga ke pekerjaan
paling awal GVI (A). Hasil Perhitungan Maju, Perhitungan Mundur, dan Slack dapat dilihat di Tabel 3.
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Tabel 3 Hasil Perhitungan Maju, Perhitungan Mundur, dan Slack

Kode | Task | Predecessor | EWH ES EF LS LF Slack
A GVI - 27.22 0 27,22 0 27,22 0
B DET A 32.04 | 27,22 | 59,26 | 27,22 | 59,26 0
C DIS A 451 | 27,22 | 31,73 | 59,26 | 84,36 | 52,63
D FNC B 11.23 | 59,26 | 70,49 | 59,26 | 70,49 0
E LUB C 7.52 | 31,73 | 39,25 | 84,36 | 91,88 | 52,63
F OPC D 6.49 | 70,49 | 76,98 | 70,49 | 76,98 0
G RST E 6.1 39,25 | 43,35 | 91,88 | 97,98 | 52,63
H SB F 17.68 | 76,98 | 94,66 | 76,98 | 94,66 0
I VCK G 3.75 | 45,35 | 49,1 97,98 | 101,73 | 52,63
J EO H 7.5 94,66 | 102,16 | 94,66 | 102,16 0
K | SvC I 0.43 49,1 49.53 | 101,73 | 102,16 | 52,63
L AD J&K 31.53 | 102,16 | 133,69 | 102,16 | 133,69 0

Melalui Tabel 3, maka didapatkan Diagram Jaringan Maju C05-Check PK-LFZ pada Gambar 2 dan Diagram
Jaringan Mundur C05-Check PK LFZ pada Gambar 3.

31,73\ LUB (E)%RST (G)@ VCK (1)
6 8
7,52 w 6.1 w 17,68

Gambar 2 Diagram Jaringan Maju C05-Check PK-LFZ

OPC (F) \SB (H)

6 a9 76,98/ 17 68

4,51

/T\ LUB () /—.‘—\RST [GJ/—.I_\ VCK (1)
{ 8 {

Gambar 3 Diagram Jaringan Mundur C05-Check PK LFZ

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dibuat diagram jaringan untuk perhitungan slack atau float, dan jalur
kritis yang ditandai dengan warna merah menggunakan metode Critical Path Method (CPM) seperti yang
terlihat pada Gambar 5.
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B (H)

Gambar 5 Diagram Jaringan CPM Float/Slack, dan jalur kritis berwarna merah C05-Check PK-LFZ

Setelah mendapatkan hasi dari Diagram Jaringan CPM hitungan maju, hitungan mundur, dan hitungan Float/
Slack, maka pada pengerjaan perawatan C05-Check pada pesawat Boeing 737-900 ER di dapatkan Jaringan
jalur kerja kritis yang tidak dapat ditunda, maka pengerjaan pada yang terdapat nilai waktu Slack 52,63, dapat
dibagi man power nya untuk menyesuaikan pengerjaan pada kegiatan yang pengerjaan dapat dilakukan secara
bersamaan yaitu DET (B), DIS (C), FNC (D), LUB (E), OPC (F), RST (G), SB (H), VCK (I), EO (J), dan
SVC (K). Berdasarkan perhitungan total slack atau float pada Tabel X, jalur kritis untuk pengerjaan proyek
adalah A-B-D-F-H-J-L dengan total durasi yang diperlukan sebesar:

Kode = A+B+D+F+H+J+L
Total EWH =27,22+32,04+11,23+6,49+17,68+7,5+31,53 = 133.69

Berdasarkan total durasi yang diperlukan, kita dapat menghitung jumlah man hours yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pengerjaan perawatan C-Check 05 dengan metode sebagai berikut.

Total Man hours = (A+B+D+F+H+J+L) x Load Factor
= (GVI+DET+FNC+OPC+SB+EO+AD) x 2.5
=(272,2+307,61+89,89+36,38+70,75+24+378,45) x 2.5
=1.179,28 x 2.5=2.948,2

Total Man Hours _ 29482
Total Man Hours Per Day 144

TAT =

= 20,47 (20 hari)

Jadi hasil perhitungan Turn Around Time perawatan C-05 Check dengan menggunakan metode Critical Path
Method (CPM) mendapatkan total waktu yang dibutuhkan sebanyak 20 hari.

3.4. Perbandingan Turn Around Time

Setelah analisis data dilakukan, ditemukan perbedaan antara perencanaan Turn Around Time (TAT) perusahaan

dengan perencanaan yang dihitung menggunakan metode CPM. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan perusahaan membutuhkan TAT sebesar 21,73 hari (dibulatkan menjadi 22 hari kerja).

b. Perencanaan berdasarkan analisis metode Critical Path Method (CPM) menghasilkan TAT sebesar
20,47 hari (dibulatkan menjadi 20 hari kerja).

Dari perbandingan antara TAT perusahaan dan TAT yang dihitung dengan metode CPM, terlihat adanya
perbedaan. TAT perusahaan mencapai 21,73 hari atau 22 hari kerja, sedangkan perhitungan menggunakan
metode CPM menghasilkan 20,47 hari atau 20 hari kerja. Dengan demikian, metode CPM memberikan efisiensi
waktu sebesar 2 hari kerja dalam proses perawatan C05-Check pada pesawat Boeing 737-900 ER PK-LFZ.

3.5. Presentase Efisiensi Turn Around Time

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, total man hours yang dihitung menggunakan metode CPM
dibandingkan dengan TAT perusahaan menunjukkan efisiensi TAT sebesar 2 hari kerja. Untuk menghitung
persentase efisiensi, dilakukan konversi nilai TAT yang diperoleh dari analisis CPM terhadap TAT perusahaan
dengan langkah-langkah sebagai berikut.
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_ TAT BASIC-TAT PLAN

21,73-20,47

x100% = x100% = 0,057%

TAT BASIC

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh:

1.

Perawatan CO05-Check menunjukkan perbedaan antara perencanaan perusahaan dan perencanaan
dengan metode Critical Path Method (CPM), dengan hasil analisis berdasarkan data lapangan sebagai
berikut:
a. Perencanaan perusahaan membutuhkan Turn Around Time sebesar 21,73 hari (dibulatkan menjadi
22 hari).
b. Perencanaan menggunakan metode CPM menghasilkan waktu yang dibutuhkan sebesar 20,47 hari
(dibulatkan menjadi 20 hari).
Dari perbandingan tersebut, perencanaan dengan metode CPM terbukti lebih efisien dengan
penghematan waktu sebesar 2 hari kerja, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk perawatan C05-
Check adalah 20,47 hari kerja.
Berdasarkan analisi data sebelumnya, perbandingan antara Turn Around Time menggunakan metode
CPM dan perencanaan perusahaan menunjukkan efisiensi waktu kerja sebesaar 2 hari kerja. Efisiensi
Turn Aroun Time sebesar 0,057%berdasarkan rumus perhitungan. Selain itu, analisis perawatan CO05-
Check menghasilkan waktu slack sebesar 52,63 untuk kegiatan yang dapat ditunda. Dengan demikian,
tenaga kerja dapat menyesuaikan pengerjaan dengan memperioritaskan kegiatan yang memiliki waktu
slack sebesar 0.
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The advancement of aviation technology and growing airspace
demand have introduced the Higher Airspace Operation (HAO)
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1. PENGANTAR

Higher Airspace Operations (HAO) atau Operasi di Ruang Udara Tinggi adalah bentuk kegiatan penerbangan
yang dilakukan pada ketinggian di atas jalur penerbangan konvensional, umumnya dimulai dari Flight Level
(FL) 550 ke atas [1], [2]. Berdasarkan penelitian oleh Oliver Pohling dalam jurnal Aerospace [3], HAO
mencakup aktivitas yang dilakukan oleh jenis kendaraan udara baru seperti system platform udara ketinggian
tinggi (High Altitude Platform System/HAPS), kendaraan sub-orbital, kendaraan orbital, dan kendaraan dari
orbit kembali ke bumi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAO merupakan bentuk
operasi penerbangan modern yang memerlukan pengelolaan dan kebijakan baru agar dapat berjalan selaras
dengan penerbangan konvensional.

Sebagai negara kepulauan dengan lalu lintas udara padat dan posisi geostrategis di persimpangan jalur
penerbangan internasional, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan ruang udara[4], [5].
Meski potensi HAO untuk meningkatkan konektivitas, pemantauan maritim, dan pertahanan udara sangat
besar, implementasinya masih terhambat oleh ketiadaan kerangka regulasi dan infrastruktur pendukung.
Proyek percontohan HAO di luar negeri, seperti NASA s Upper-Class E Airspace [6], [7] dan inisiatif SESAR-
JU di Eropa [8], dapat menjadi acuan, namun adaptasi terhadap kondisi lokal seperti geografi kepulauan,
keragaman cuaca, dan kepadatan lalu lintas udara rendah masih perlu dikaji mendalam.
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Ketertinggalan Indonesia dalam mengadopsi HAO berisiko menimbulkan masalah seperti fragmentasi
kedaulatan udara, inefisiensi rute penerbangan jarak jauh, serta ketergantungan pada sistem asing. Di sisi lain,
HAO juga membuka peluang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai aviation hub di Asia Tenggara,
mendukung agenda Net Zero Emission melalui optimalisasi rute penerbangan, dan meningkatkan kapasitas
pengawasan wilayah perbatasan. Penelitian ini hadir untuk menganalisis kesenjangan antara konsep HAO
global dengan kesiapan Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan visi
pembangunan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan mengenai Higher Airspace Operation
(HAO) secara sistematis dan terstruktur. SLR memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang
komprehensif dan terkini dari berbagai sumber yang kredibel guna menjawab pertanyaan penelitian secara
objektif dan metodologis [9]-[11]. Objek penelitian dalam studi ini adalah literatur ilmiah yang membahas
tentang Higher Airspace Operations, meliputi aspek teknologi, kebijakan, konsep pengelolaan ruang udara
tinggi, serta tantangan regulasi dan operasional. Literatur yang dikaji dapat berupa artikel jurnal, maupun
dokumen teknis dari organisasi internasional seperti NASA dan SESAR-JU.

Jurnal pertama yang dikaji dalam penelitian ini adalah karya Giovanni Di Antonio (2023) berjudul " Towards
the Integration of Higher Airspace Operations in the European ATM Network". Penelitian ini disusun dalam
kerangka proyek SESAR-JU/ECHO (Negara Eropa) dan bertujuan untuk mengembangkan konsep operasional
serta solusi teknis guna mengintegrasikan Higher Airspace Operations (HAO) ke dalam sistem manajemen
lalu lintas udara (ATM) di kawasan Eropa. Fokus utama dari jurnal ini adalah bagaimana berbagai jenis
kendaraan udara nonkonvensional seperti High Altitude Platform Systems (HAPS), kendaraan suborbital dan
orbital, serta pesawat hipersonik dapat beroperasi secara aman dan efisien di ruang udara atas tanpa
mengganggu lalu lintas udara konvensional yang padat di wilayah tersebut [12].

Jurnal kedua yang merupakan salah satu jurnal penting yang dikaji dalam penelitian ini adalah karya Oliver
Pohling (2023) yang berjudul “Impact of Higher Airspace Operations on Air Traffic in Europe” dan diterbitkan
dalam jurnal Aerospace. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak operasional dari berbagai jenis HAO
terhadap lalu lintas udara konvensional di wilayah udara Eropa, khususnya kawasan UK-Irlandia, dengan
menggunakan simulasi fast-time berbasis data trafik aktual. Penelitian ini memiliki kontribusi signifikan dalam
konteks pengembangan kebijakan dan strategi manajemen ruang udara tinggi, yang sangat relevan untuk
dijadikan referensi dalam merumuskan kerangka HAO di Indonesia [3].

Jurnal ketiga yang dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah Upper Class E Traffic Management (ETM)
Concept of Operations V1.0 yang dibuat oleh FAA (2021). Dokumen ETM ConOps V1.0 disusun oleh Federal
Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat pada tahun 2021 dan merupakan rancangan awal konsep
manajemen lalu lintas untuk operasi penerbangan yang berlangsung di ruang udara Upper Class E, yaitu di
atas FL600 (60.000 kaki). Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk mengembangkan pendekatan awal
terhadap tata kelola operasi non-tradisional di ruang udara tinggi yang tidak terjangkau oleh sistem Air Traffic
Management (ATM) konvensional, termasuk operasi seperti HAPS, kendaraan suborbital, dan kendaraan
reusable launch yang tidak sepenuhnya diklasifikasikan sebagai wahana antariksa [13].

Jurnal ke empat yang dikaji untuk penelitian skripsi adalah New Types of Higher Airspace Flight Operations
and Their Legal Challenges karya Attila Horvath (2023). Artikel ilmiah yang ditulis oleh Attila Horvath ini
diterbitkan pada tahun 2023 dan membahas secara mendalam berbagai bentuk operasi penerbangan baru di
ruang udara tinggi, serta tantangan hukum yang ditimbulkan akibat kemunculan kategori-kategori kendaraan
baru di atas FL660. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengidentifikasi aspek hukum internasional yang
belum mampu mengakomodasi kemajuan teknologi penerbangan dan ruang angkasa, khususnya terhadap
entitas seperti HAPS, pseudo-satellites, suborbital transport, dan kendaraan ruang angkasa berawak yang
kembali ke atmosfer bumi [14].

Yang terakhir, peneliti mengkaji regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 tahun 2022 yang diterbitkan
oleh Menteri perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2022
diterbitkan sebagai revisi dan pengganti atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 [15].
Peraturan ini bertujuan untuk mengatur secara teknis dan administratif penataan struktur dan rute ruang udara
nasional, khususnya terkait klasifikasi layanan Air Traffic Services (ATS), mekanisme penetapan ruang udara
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terbatas (Restricted, Prohibited, Dangerous Areas), serta pembagian tanggung jawab pengelolaan ruang udara
antara otoritas sipil dan militer. Metode pendekatan regulasi ini bersifat normatif-yuridis, yaitu disusun sesuai
dengan hirarki perundang-undangan nasional di sektor penerbangan sipil. PM ini menetapkan prinsip-prinsip
penting seperti Collaborative Decision Making (CDM) antara regulator, penyedia layanan navigasi, dan
pengguna ruang udara, serta prosedur pengajuan dan evaluasi rute penerbangan baru atau perubahan ruang
udara.

3. HASIL DAN ANALISIS

Pembahasan hasil kajian jurnal dan dokumen regulasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi
Higher Airspace Operations (HAO) memerlukan kesiapan multidimensi dari sisi teknologi, operasional,
regulatif, hingga kelembagaan. HAO merupakan bentuk baru dari aktivitas penerbangan modern yang
melibatkan kendaraan non-tradisional seperti High Altitude Platform Systems (HAPS), kendaraan suborbital
dan orbital, serta pesawat hipersonik, yang beroperasi di atas wilayah ruang udara konvensional (di atas
FL600). Dari sisi operasional dan manajerial, studi oleh Giovanni Di Antonio (2023) dan Oliver Pohling (2023)
menunjukkan pentingnya integrasi dinamis dan berbasis data antara HAO dan sistem Air Traffic Management
(ATM) yang telah ada. Konsep 4D Operating Zones serta pendekatan Collaborative Decision Making (CDM)
dinilai efektif dalam mengurangi potensi konflik lalu lintas dan mendukung efisiensi ruang udara. Di samping
itu, simulasi menunjukkan bahwa kendaraan seperti HAPS memiliki potensi gangguan tertinggi terhadap
penerbangan konvensional, terutama jika beroperasi di wilayah dengan lalu lintas padat. Sementara itu, kajian
dari Attila Horvath (2023) menyoroti aspek legal yang belum terakomodasi secara tuntas dalam hukum
internasional, khususnya pada wilayah transisi antara udara dan ruang angkasa. Ditekankan bahwa masih
terdapat kekosongan hukum yang dapat berisiko pada isu yurisdiksi, tanggung jawab negara, dan keadilan
akses terhadap ruang udara tinggi.

Dalam konteks nasional, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2022 menjadi satu-satunya regulasi
yang saat ini relevan terhadap pengelolaan ruang udara. PM ini memang belum secara eksplisit mengatur
kendaraan HAO seperti HAPS dan kendaraan suborbital, namun memberikan landasan awal melalui prinsip
fleksibilitas struktur ruang udara dan integrasi sistem berbasis data (CNS/ATM). Prinsip CDM yang juga
disebutkan dalam regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap kebutuhan koordinasi multipihak.
Oleh karena itu, PM 9 Tahun 2022 harus dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup kategori kendaraan non-
konvensional dan kebutuhan regulasi untuk wilayah di atas FL600. Secara keseluruhan, kajian ini
memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem HAO yang adaptif,
namun perlu segera merumuskan kerangka regulasi, sistem informasi interoperabel, dan strategi implementasi
bertahap yang sesuai dengan karakteristik wilayah udara nasional.

Implementasi HAO di Indonesia menghadapi tantangan regulasi dan operasional yang signifikan. Dari sisi
regulasi, PM No. 9 Tahun 2022 belum mengatur secara eksplisit ruang udara di atas FL600, sehingga
menciptakan kekosongan hukum yang dapat memunculkan risiko seperti ambiguitas yurisdiksi dan
ketidakpastian tanggung jawab negara terhadap kendaraan HAO. Secara internasional, batas vertikal antara
wilayah udara dan ruang angkasa belum disepakati, yang memperumit pengaturan kendaraan seperti HAPS
atau suborbital. Di Indonesia, harmonisasi antara regulasi sipil (DJPU, AirNav) dan militer (TNI AU) juga
menjadi tantangan, mengingat kepentingan kedaulatan udara yang sensitive di wilayah perbatasan. Secara
operasional menunjukkan bahwa operasi HAO, terutama HAPS, dapat mengganggu lalu lintas konvensional
karena volume udara yang besar dan durasi operasi yang lama. Di Indonesia, wilayah udara sibuk seperti Selat
Malaka atau Laut Jawa memiliki kepadatan lalu lintas tinggi, sehingga integrasi HAO memerlukan sistem
pemisahan lalu lintas yang canggih, seperti 4D Operating Zones. Keterbatasan infrastruktur pengawasan
(surveillance) di ketinggian ekstrem juga menjadi hambatan, karena radar konvensional tidak efektif di atas
FL600, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ETM FAA (2021). Selain itu, koordinasi lintas sektor antara
operator, regulator, dan militer memerlukan mekanisme Collaborative Decision Making (CDM) yang kuat,
yang saat ini masih dalam tahap awal di Indonesia. Tantangan ini diperparah oleh minimnya sumber daya
manusia yang terlatih untuk mengelola HAO dan kurangnya investasi dalam teknologi khusus, seperti space-
based ADS-B. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan mengadopsi pendekatan bertahap, dengan memulai
operasi HAO di wilayah dengan lalu lintas rendah, seperti di atas Maluku atau Papua. Dengan memperkuat
regulasi nasional dan infrastruktur teknis, Indonesia dapat mengurangi risiko operasional dan regulasi,
sekaligus memanfaatkan potensi HAO untuk kebutuhan strategis nasional.

Peneliti melakukan wawancara dengan ahli dalam bidang ruang udara/ruang angkasa sebagai bentuk verifikasi
terhadap hasil penelitian dan pengolahan data yang dibuat oleh peneliti secara sepihak. Wawancara dilakukan
bersama dengan Ibu Ery Fitrianingsih dari LAPAN/BRIN sebagai narasumber. Berdasarkan hasil wawancara,
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narasumber menyatakan bahwa Indonesia mempunyai tantangan tersendiri terkait upaya penerapan konsep
operasi HAO di Indonesia. Tantangan tersebut disebutkan oleh narasumber dengan sebagai berikut.

Pertama, Penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat krusial dan diutamakan agar
dapat memastikan bahwa operasi di ruang udara HAO harus berjalan dengan baik, tidak mengganggu
penerbangan komersil, dan keamanan yang pasti. Kedua, Regulasi yang dibuat harus berkoordinasi dengan
negara lain yang terdampak, diperlukan adanya timbal balik (feedback) antar negara dan instansi yang terlibat.
Ketiga, Adanya kesiapan dalam penanggulangan hal-hal yang tidak diinginkan (kecelakaan, bencana alam,
human error, dsb) dikarenakan operasi di ruang udara HAO lebih riskan daripada penerbangan komersil.

Narasumber menyatakan bahwa Sebelumnya, ruang udara HAO hanya digunakan untuk operasi militer, belum
marak digunakan dan diregulasi. Proses regulasi sedang berlangsung karena penggunaan ruang udara HAO
sudah mulai ramai, ditambah adanya upaya komersialisasi ruang udara tersebut oleh beberapa perusahaan.
Masalah regulasi dan urgensinya berdasarkan dan berkaitan dengan kedaulatan udara nasional. Jika tidak
segera diregulasi, maka pihak manapun bias melewati ruang udara Indonesia secara bebas dan berujung riskan
(dirspace breach, upaya spionase). Dalam segi manajemen lalu lintas udara/A4ir Traffic Management (ATM),
wahana HAO akan tetap melewati zona komersil (commercial zone). Maka sebab itu, pengoperasian wahana
HAO harus tetap mengikuti peraturan setempat serta mendapatkan perizinan yang sesuai untuk beroperasi di
wilayah udara Indonesia. Berdasarkan narasumber, belum adanya kontribusi indonesia terhadap forum
internasional terkait pembahasan HAO karena belum adanya regulasi/policy yang dibuat terkait penerapan
konsep operasi tersebut di Indonesia. Jika Indonesia serius dan ingin membahas tentang konsep operasi HAO,
maka bisa dimiulai dengan penyusunan konsep dan dilanjutkan dengan identifikasi potential partner,
penguasaan teknologi dan sumber daya manusia, serta melakukan upaya penerapan, sambil secara pararel
berdiskusi dengan negara yang terdampak.

Dalam konteks implementasi konsep operasi HAO di Indonesia, platform balon stratosfer seperti BLAST
seperti pada Gambar 1 menawarkan manfaat besar, terutama untuk pengawasan maritim dan pemantauan
wilayah-wilayah terpencil atau perbatasan. Dengan kapasitas untuk melayang di udara selama berminggu-
minggu dan kemampuan membawa payload komunikasi atau penginderaan jauh, balon stratosfer sangat cocok
untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah luas namun akses infrastruktur terbatas.
Teknologi ini juga dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan bencana nasional dan mendukung layanan
darurat berbasis data ketika infrastruktur komunikasi darat terganggu. Karena sifatnya yang relatif statis dan
tidak bermanuver cepat, implementasi balon stratosfer dalam HAO juga lebih mudah dari sisi pengelolaan lalu
lintas udara, menjadikannya kandidat ideal untuk demonstrasi awal integrasi sistem HAO di atas FL600.

Gambar 1 Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope (BLAST) yang merupakan salah satu
contoh dari platform HAPS (Northwestern Edu, 2024)

Gambar 2 menampilkan ilustrasi rencana pembangunan bandar antariksa milik LAPAN di Biak, Provinsi
Papua. Gambar ini menggambarkan salah satu bentuk kesiapan infrastruktur peluncuran orbit (space launch
infrastructure) di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan peluncuran satelit, misi penelitian luar
angkasa, serta eksplorasi orbit rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO). Keberadaan bandar antariksa seperti ini
menjadi elemen penting dalam mendukung operasi kendaraan dari dan menuju orbit — yang merupakan salah
satu kategori utama dalam konsep operasi HAO, terutama pada subkategori orbital dan fromorbit vehicles.
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Gambar 2 Ilustrasi Rencana Pembangunan bandar antariksa LAPAN di Biak, Provinsi Papua
(Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021)

Pengembangan kendaraan suborbital, seperti yang direncanakan melalui proyek peluncuran roket di Biak oleh
BRIN, juga menawarkan potensi strategis. Kendaraan suborbital, baik tipe A-to-A (kembali ke titik awal)
maupun A-to-B (antar lokasi), dapat digunakan untuk wisata antariksa atau transportasi cepat lintas benua,
meskipun saat ini masih dalam tahap awal di Indonesia. Peran wahana ini di Indonesia meliputi penguatan
posisi sebagai aviation hub di Asia Tenggara, mendukung riset antariksa nasional, dan meningkatkan kapasitas
peluncuran satelit domestik. Dengan memanfaatkan posisi geografis dekat ekuator, Indonesia dapat menjadi
pusat peluncuran suborbital yang kompetitif. Penerapan wahana HAO ini akan memperkuat konektivitas
digital, keamanan nasional, dan kemampuan riset Indonesia. Namun, untuk mewujudkan potensi ini,
diperlukan investasi dalam teknologi lokal, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan regulasi nasional,
seperti amandemen PM No. 9 Tahun 2022, agar dapat mengakomodasi karakteristik operasional wahana HAO.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, wahana ini dapat menjadi katalis bagi transformasi penerbangan dan
antariksa Indonesia.

Tabel 1 menyajikan perbandingan empat jenis wahana dalam konsep HAO yaitu UAV HALE, HAPS, balon
stratosfer, dan kendaraan suborbital berdasarkan karakteristik operasional, fungsi utama, serta relevansi
penerapannya di Indonesia. UAV HALE menonjol dalam misi pengawasan dan intelijen jarak jauh dengan
daya tahan tinggi, menjadikannya efektif untuk pengamanan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna. HAPS,
dengan kemampuan terbang lama di stratosfer, sangat potensial untuk meningkatkan konektivitas digital dan
pemantauan bencana di wilayah terpencil. Balon stratosfer lebih difokuskan pada riset atmosfer dan iklim,
mendukung kebutuhan ilmiah nasional di tengah perubahan iklim. Sementara itu, kendaraan suborbital,
meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, memiliki potensi strategis besar untuk peluncuran wahana
antariksa dan transportasi cepat lintas benua, khususnya jika dikembangkan dari wilayah ekuator seperti Biak.
Dengan keragaman fungsi dan karakteristik ini, keempat wahana tersebut dapat memainkan peran saling
melengkapi dalam penguatan sistem pertahanan, konektivitas, dan riset di Indonesia. Tabel 1 menyajikan
perbandingan empat jenis wahana dalam konsep HAO yaitu UAV HALE, HAPS, balon stratosfer, dan
kendaraan suborbital berdasarkan karakteristik operasional, fungsi utama, serta relevansi penerapannya di
Indonesia.

Tabel 1 Perbandingan Wahana Higher Airspace Operation (HAO)

No Jenis Wahana HAO | Jenis Operasi & Karakteristik Fungsi Utama Peran & Potensi di Indonesia
1 UAV HALE (High - Operasi di stratosfer - Pengintaian dan intelijen - Pemantauan wilayah
Altitude Long (FL600+) - Pengumpulan data ISR rawan seperti Laut Natuna
Endurance UAV) - Kecepatan rendah — sedang (Intelligence, Surveillance, Utara
- Daya tahan sangat tinggi Reconnaissance) - Dukungan patroli udara
(berhari-hari hingga - Monitoring perbatasan atau nonkonvensional
berminggu) maritim - Pendukung keamanan laut
- Berbasis fixedwing dan dan perbatasan RI
system otonom
2 HAPS (High- - Operasi stabil di stratosfer - Telekomunikasi (backhaul, - Alternatif BTS untuk
Altitude (18-22 km) internet 3T) Wilayah terpencil (Papua,
Platform - Bertenaga surya - Observasi bumi (EO) NTT)
Station) - Durasi tinggal sangat lama - Pemantauan lingkungan dan | - Pemantauan kebakaran
(bulan) bencana hutan atau gempa
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Bisa berbentuk UAV Sistem komunikasi darurat
fixedwing atau airship di bencana
3 Balon Stratosfer Operasi pasif pada Penelitian atmosfer Riset iklim di wilayah
ketinggian FL600 Pengukuran iklim dan cuaca rawan El Nifio/La Nifia
Mengandalkan arus angina ekstrem Prediksi cuaca ekstrem
stratosfer Observasi nonagresif jangka untuk BMKG
Tidak bermanuver, semi- panjang Pengumpulan data
navigasi atmosfer tinggi
4 Kendaraan Operasi lintas batas atmosfer Wisata luar angkasa Potensi peluncuran
Suborbital (A-to-A (hingga 100 km) Transportasi cepat lintas dari Biak sebagai lokasi
dan A-to-B) Kecepatan tinggi (Mach >3) benua strategis
Durasi pendek (menit hingga Uji teknologi luar angkasa Dukungan program BRIN
jam) untuk roket nasional
Tipe A-to-A (wisata), A-to- Posisi sebagai pusat wisata
B (transportasi cepat) atau logistic antariksa

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis literatur yang telah disampaikan dalam subbab sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa implementasi HAO di Indonesia memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif dan
visioner. Saat ini, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika operasional di ruang
udara tinggi, khususnya di atas FL600, yang menjadi domain utama aktivitas HAO seperti HAPS, penerbangan
suborbital, dan kendaraan pseudo-satellite. Meskipun Peraturan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2022
memberikan landasan awal melalui prinsip fleksibilitas ruang udara dan integrase sistem CNS/ATM, regulasi
ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara eksplisit mengenai klasifikasi wilayah udara tinggi, jenis
kendaraan udara nonkonvensional, maupun prosedur operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan
peraturan baru atau amandemen terhadap regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum dan
operasional terhadap aktivitas HAO di wilayah udara Indonesia.

Jenis regulasi yang dibutuhkan meliputi pembentukan Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang khusus
mengenai manajemen ruang udara tinggi, yang mencakup definisi operasional HAO, yurisdiksi negara terhadap
ruang udara di atas FL600, serta tata kelola sistem lalu lintas udara modern berbasis prinsip cooperative
separation dan interoperabilitas data. Selain itu, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan, untuk memasukkan klasifikasi kendaraan udara baru dan ruang transisi
antara udara dan antariksa. Di tingkat teknis, dibutuhkan pula peraturan turunan dari Kementerian Perhubungan
yang mengatur secara rinci standar operasional, sistem notifikasi penerbangan, dan mekanisme kolaboratif
antara otoritas sipil, militer, serta operator swasta nasional maupun asing. Mengingat adanya potensi tumpang
tindih dengan domain Space Traffic Management (STM), regulasi mengenai perlindungan data strategis,
keamanan nasional, dan protokol pengawasan berbasis teknologi tinggi seperti space-based ADS-B juga
menjadi prioritas.

4. KESIMPULAN
Konsep Operasi HAO yang cocok untuk Indonesia dikarenakan:

a. HAO mencakup jenis wahana seperti UAV HALE, HAPS, balon stratosfer, dan kendaraan sub-orbital,
yang beroperasi di atas FL600.

b. Konsep 4D Operating Zones dan Cooperative Separation adalah pendekatan yang paling relevan
untuk diterapkan di Indonesia agar HAO dapat terintegrasi tanpa konflik dengan sistem ATM
konvensional.

c. Jenis operasi HAO seperti HAPS sangat cocok untuk Indonesia karena dapat dimanfaatkan untuk
komunikasi di wilayah 3T, pemantauan maritim, dan pengawasan bencana.

Sumber Daya yang Dibutuhkan untuk Implementasi HAO di Indonesia:

a. Regulasi nasional yang eksplisit dan adaptif terhadap operasi di atas FL600 masih perlu dikembangkan
lebih lanjut dari PM No. 9 Tahun 2022.

b. Infrastruktur pengawasan dan komunikasi seperti radar high-altitude, spacebased ADS-B, dan sistem
CNS/ATM berbasis data menjadi kebutuhan utama.

c. Sumber daya manusia yang terlatih di bidang manajemen lalu lintas udara tinggi, teknologi kendaraan
udara non-konvensional, dan kerangka hukum internasional juga diperlukan.

d. Koordinasi kelembagaan antara DJPU, TNI AU, AirNav, dan BRIN diperlukan untuk manajemen
ruang udara lintas sipil-militer.

Tantangan dan Peluang Penerapan HAO di Indonesia:
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Tantangan utama meliputi kekosongan hukum, keterbatasan teknis pengawasan di ketinggian tinggi,
dan potensi konflik kepentingan antar instansi sipil dan militer.

Peluang HAO di Indonesia sangat besar, terutama untuk mendukung konektivitas digital nasional di
daerah terpencil, memperkuat keamanan dan pengawasan wilayah perbatasan, menjadi lokasi
strategis peluncuran suborbital karena posisi geografis dekat ekuator, serta Mendukung visi
Indonesia sebagai aviation hub Asia Tenggara dan pusat riset antariksa.
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